
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

Menimbang: a. bahwa Peraturan Bupati Tegal tentang Pedoman 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati 
Tegal Nomor 64 Tahun 2019; 

b. bahwa sesuai surat telaah dari Bagian Pengadaan 
Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal Nomor: 
900/01.07 / 14 tanggal 9 Januari 2020 perihal Peraturan 
Bupati Tegal Nomor 64 Tahun 2019, maka perlu dilakukan 
beberapa penyempurnaan pada Peraturan Bupati Tegal 
Nomor 64 Tahun 2019; 

c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal 
Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Te gal; 

BUPATI TEGAL, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 64 TAHUN 
2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI TEGAL 
NOMOR 3 TAHUN 2020 

BUPATI TEGAL 

• 



10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Pera tu ran Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang 
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3321 ); 

ten tang 
Republik 

Lembaran 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

4. 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 



20. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku 
Pengadaan Barang/Jasa, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Lem.baga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas 
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pe]aku 
Pengadaan Barang/ J asa; 

ten tang 
Negara 

18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem lnformasi Keuangan Oaerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4816); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 516 5); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5553); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5887), sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6402); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 



Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 64 
Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 
2019 Nomor 64), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

1. Ketentuan pada Bab VIII huruf B angka 2 huruf c, diubah sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) 
PPKom harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
1) memiliki integritas dan disiplin; - 
2) menandatangani Pakta Integritas; 

Pasal I 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL. 
ANGGARAN PELAKSANAAN PE DOMAN TENT ANG 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 64 TAHUN 2019 

MEMUTUSKAN : 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Ka bu paten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok 
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 92); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 105); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal 
Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Tegal Nomor 110), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 
2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 131); 

24. Peraturan Bupati Tega} Nomor 64 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal 
Tahun 2019 Nomor 64). 



WIDODO JOKO MULYONO 

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020 NO MOR .. :?. .. 

SEKRET ARIS DAE RAH UPATT TEGAL, 

Diundangkan di Slawi 
pada tanggal 10 .Jo.0uo.r1 .l0.;20 

1 UMI AZIZ 

Ditetapkan di Slawi 
pada tanggal 10 J(l\nUO r I :20::20 

BUPATI TEGAL, ( 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berit.a Daerah Kabupaten Tegal. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

2. Ketentuan pada Bab VIII huruf B angka 2 huruf c, diubah sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

PPKom tidak boleh dirangkap oleh: 
1) Pejabat Pengadaan at.au Pokja Pemilihan untuk paket Pengadaan 

Barang/ Jasa yang sama; at.au 
2) PjPHP/PPHP untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama; 
3) Bendahara. 

Dalam hal tidak terdapat pegawai yang memenuhi persyaratan, PA/KPA 
dapat merangkap sebagai PPKom. 
PA/KPA yang merangkap sebagai PPKom dapat dibantu oleh pegawai 
yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPKom. 

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada nomor 3) tidak 
dapat terpenuhi, Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar dapat digunakan 
sampai dengan 31 Desember 2023 dan dalam hal persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada nomor 4) tidak dapat terpenuhi, 
persyaratan Sarjana Strata Satu (S 1) dapat diganti dengan paling 
rendah golongan III/ a. 

3) memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa; 
dan 

4) berpendidikan paling rendah Sarjana Strat.a Satu (Sl) at.au setara. 


